BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1.

Implementasi analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja
kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh SKPD pada
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dilaksanakan dengan anggaran
berbasis kinerja yang efisien, ekonomis dan efektif. Karena anggaran
kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis di Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara sebagian besar telah menggunakan anggaran yang dikategorikan wajar
(7 kegiatan). Namun terdapat 4 kegiatan dari total 11 kegiatan bimbingan
teknis yang dinyatakan overfinance yaitu penggunaan anggaran yang terlalu
tinggi diatas batas maksimal model ASB yang dibuat.

Model analisis standar belanja dapat membantu dalam pembuatan kebijakan
dan pengelolaan anggaran dalam menyusun rencana anggaran sekaligus
mengkaji biaya-biaya apa yang digunakan dalam belanja kegiatan yang
dapat menimbulkan pemborosan juga mengevaluasi pelaksanaan anggaran
agar efisien dan efektif serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Menggunakan anggran berdasarkan model analisis standar belanja maka
alokasi anggaran dapat dibagi lebih adil lagi dengan alasan-alasan yang jelas

atas biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai denga target dan output yang
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dihasilkan. Dengan demikian kenaikan ataupun pengurangan anggaran pada
suatu SKPD tidak akan merugikan ataupun mengorbankan SKPD lainnya.
Dimana tiap-tiap pengelolaan anggaran mendapat alokasi anggaran yang

lebih adil berdasarkan dengan kinerja kegiatan yang dihasilkan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya SKPD dalam penyusunan anggaran kegiatan setiap tahunnya
menerapkan model Analisis Standar Belanja sehingga mempermudah dalam
evaluasi anggaran kegiatan yang digunakan. Selain itu juga agar menghindari
pemborosan akibat terjadinya overfinance dan tidak berjalanya kegiatan
sebagai mana mestinya karena underfinance.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebaiknya
memberikan sosialisasi serta mendorong kepada Kepala SKPD agar
menggunakan ASB pada Perencanaan dan Penyusunan anggaran sehingga
pada masa mendatang pemborosan anggaran dapat di minimalisir.

3. Efisiensi pelaksanaan anggara kegiatan dapat dilakukan dari pengaturan lama
waktu kegiatan dan tempat kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya dan
sarana prasarana yang ada.

4. Keterbatasan data dalam penelitian ini karena hanya menggunakan data yang
bersumber dari RKA-SKPD yang berarti anggaran yang tercantum dalam
RKA belum dijalankan atau di implementasikan. Sehingga demi penelitian
yang lebih baik lagi, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan

data yang telah dijalankan ataupun diimplementasikan oleh tiap-tiap SKPD.
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5. Penelitian ini hanya menganalisis standar belanja pada kegiatan bimbingan
teknis kabupaten bolmut. Sehigga peneliti selanjutya diharapkan untuk lebih
megembangkan model penelitian terkait dengan Analsisi standar belanja yang

tidak hanya terfokus pada belanja kegiatan.
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